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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya dari pihak SPG berupa protes, karena dengan protes tersebut SPG

berhak mendapatkan hak-haknya sebagai Sales Promotion Girl. Namun,

dalam pelaksanaan perjanjian kerja dengan event organizer belum dapat

dilakukan secara maksimal. Hal ini dikarenakan kedudukan SPG lemah karena

tidak adanya perjanjian secara tertulis pada SPG event. Ada event organizer

yang tidak memberlakukan ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku,

akan tetapi protes dari SPG justru akan berdampak tidak baik bagi SPG yang

bersangkutan.

B. Saran

Bagi event organizer yang menggunakan jasa SPG, seharusnya tetap

menggunakan peraturan yang berlaku khususnya mengenai ketentuan

istirahat/cuti dan jam kerja. Selain itu, pekerjaan di malam hari seharusnya

dihindari. Namun, apabila terpaksa ada pekerjaan yang dilakukan pada malam

hari, seharusnya meminta izin terlebih dahulu pada Dinas terkait dan

keselamatan SPG lebih diperhatikan.
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